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Abstract

According to Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution, it is
explained that the Earth, Water, Space (BARA), and natural resources included
therein are controlled by the state and used as much as possible for the
prosperity of the people, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning
/ National Land Agency, the Government released a mass certification project,
namely through the implementation of accelerated land registration through
the complete systematic land program (PTSL). completion of the PTSL target is
targeted at 126 million parcels of land until the beginning of 2025, in 2022 101.1
million parcels of land or equal to 80.25% nationally through PTSL. The 67.5%
includes already titled or as many as 85 million parcels of land, while the
purpose of this research can be expected to answer about how synergy,
constraints and multi-stakeholder solutions in accelerating PTSL in Sibubut
Village, Cirebon Regency.

This research uses a qualitative method with a descriptive approach, for
the acquisition of data sources derived from interview data, observation and
document studies of the parties involved in the implementation of PTSL which
amounted to 25 informants with puposive sampling techniques to then analyze
the data involving pentahelix variables.

The results of the research findings that there is multi-stakeholder
synergy in accelerating complete systematic land registration in Sibubut Village
can run well because of the role and support of various stakeholders such as the
land office, local government, village government, Seko, and other
stakeholders.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dijelaskan bahwa Bumi, Air, Ruang
angkasa (BARA), dan kekayaan alam yang termasuk didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan sebanyaknya untuk kemakmuran rakyat. pasal ini
memiliki makna bahwasannya BARA itu sepenuhnya dikuasai oleh indonesia,
dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahterahaan bagi seluruh rakyat negara
indonesia. sedangkan tentang pemahaman mengenai hak atas tanah dan fungsi
sosial tersebut dimuat dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 6
dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) (Handayani, 2019).

Berdasarkan dari data Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (Kementerian Agraria/BPN), terdata sebanyak 126 juta
bidang tanah di negara Indonesia (di luar wilayah hutan), kemudian menjadikan
tanggung jawab dan kewenangan Kementerian untuk mendaftar dan memberi
hak. Dari total bidang tanah yang telah didaftarkan hanya 46 juta, sedangkan 80
juta sisanya masih menjadi target pemerintah untuk pendaftaran tanah. Sebagai
tambahan informasi sampai dengan tahun 2022, kementerian ATR/BPN telah
mendaftarkan 101,1 juta bidang tanah atau sama dengan 80,25% secara nasional
lewat PTSL. Adapun 67,5% meliputi sudah bersertipikat atau sebanyak 85 juta
bidang. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional ATR/BPN) Hadi Tjahyanto, penyelesaian Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) di targetkan sebanyak 126 juta bidang tersertifikasi
hingga awal 2025.

Dokumen bukti hak milik yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti
ATR/BPN, sertipikat tersebut akan diserahkan ke pemilik tanah dengan
mengindikasikan kepemilikan hak dari tanah tersebut. sertipikat tanah dapat
digunakan sebagai alat bukti yang reami untuk penggunaan dan pengelolaan
tanah yang dipegang (Handayani, 2019).



Kebijakan seperti itu seringkali tidak ditentukan secara praktis
langsung, tetapi kejadian tersebut telah mengalami sejumlah perubahan dan
orientasi pada proses implementasi dan selanjutnya memberikan dampak pada
hasil praktek kebijakan (Abubakari Dkk, 2018). Pemerintah memiliki
kekuasaan untuk membuat undang-undang dalam bentuk peraturan dalam
kapasitasnya sebagai penyelenggara negara. melalui Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pemerintah merilis proyek sertpikasi
massal yaitu melalui diselenggarakan percepatan pendaftaran tanah melalui
program tanah Sistematis Lengkap (PTSL). dalam Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanaha Nasional Nomor 6 Tahun 2018,
membahas mengenai percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang
meliputi wilayah kabupaten Republik Indonesia saat ini, meliputi wilayah desa,
kecamatan, dan perkotaan, pemerintah mengatur program tersebut.

Kemudahan pengaturan dalam bentuk relaksasi peraturan adalah
manfaat lain dari pendekatan pendaftaran tanah yang komprehensif dan
sistematis ini, selain keuntungan yang telah dijelaskan. aturan-aturan ini telah
dilonggarkan, seperti memotong periode pengumuman 30 hari menjadi 14 hari,
dan sekarang lebih mudah untuk menunjukkan hak jika tidak ada cukup atau
tidak ada bukti kepemilikan tanah masyarakat. Bukti ini dapat dibuktikan dan
dilengkapi melalui pernyataan tertulis dari pihak yang bersangkutan yang
menyatakan bahwa mereka memiliki itikad baik atas bidang tanah yang
bersangkutan (Ajmi, 2018).

Pendaftaran tanah memiliki tujuan yaitu memberikan jaminan atas
kepastian hukum atas hak tanah. ketetapan dari hal tersebut berdasarkan dari
Pasal 19 ayat (1) UUPA. Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan mengenai
pendaptaran tanah dengan maksud dan tujuan dari Pasal 3 huruf (a) PP No. 24
Tahun 1997, dari pendaptaran tanah itu memberikan perlindungan dan
kepastian hukum pada pemegang hak kepemilikan dari bidang tanah. Untuk
pencapaian tujuan pendaftaran tanah tersebut dapat dihasilkan berupa sertipikat
hak kepemilikan tanah dari hasil pendaptaran tanah berdasarkan pasal 19 ayat
(2) huruf (c) UUPA pasal 4 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997.



Pendaftaran tanah terbagi menjadi sporadik dan sistematis, sporadik
merupakan definisi berdasarkan PP Nomor 24 tahun 1997 pasal 1 (11) yaitu
kegiatan pertama pendaftaran atas permintaan kepentingan di wilayah yang
berada di desa/kelurahan tentang satu atau banyak obyek pendaptaran tanah
dengan cara massal ataupun individu. kemudian pendaftaran tanah sistematis
dilakukan dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
menurut peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 pasal 1 ayat
2 dan kemudian disingkat sebagai PTSL. Kegiatan pendaftaran tanah yang
pertama kali dilakukan di seluruh wilayah Indonesia secara serentak di semua
obyek Pendaftaran Tanah di satu wilayah desa/kelurahan, mengikuti
pengumpulan data yuridis dan fisik untuk kebutuhan pendaftaran dari satu
ataupun beberapa obyek pendaftaran tanah.

Kegiatan PTSL dilaksanakan di Kabupaten Cirebon pada
pelaksanaanya yang melibatkan sinergi dari para pemangku kepentingan,
sinergi merupakan sebagian dari perpaduan unsur atau operasi gabungan yang
menghasilkan output yang bagus (Rahmawati,2013), maka dari itu di perlukan
suatu sinergi yang baik di masing — masing pihak dalam penerapan nya,
multipihak adalah mereka yang memiliki kewenangan dan berpengaruh dalam
keputusan suatu proyek atau organisasi tertentu (Hemmati,2002)

Sinergi masing- masing stakeholder mempunyai peranan penting
dalam mendukung pelaksanaan Program PTSL mengingat terbatasnya SDM di
Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon dengan adanya kerjasama antar pihak
sehingga terjalin komunikasi yang baik antara pihak desa, masyarakat, dan
kantor pertanahan .

Maka dari itu selain menguntungkan stakeholder yang terlibat dalam
hal ini multipihak terkait sering juga menemukan kendala yang menjadi faktor
utama belum maksimalnya pelaksanaan PTSL di Desa Sibubut, yang dimana
kendala yang ditemui bisa berasal dari internal maupun eksternal multipihak
tersebut, untuk itu dari uraian latar belakang tersebut calon peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Sinergitas multipihak dalam



akselerasi pendaftaran tanah sistematis lengkap (studi di Desa Sibubut

Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

2.

Bagaimana sinergitas multi pihak dalam akselerasi pendaftaran tanah
sistematis lengkap di Desa Sibubut?

Apa kendala yang dihadapi saat pelaksanaan sinergitas multipihak dalam
akselerasi pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Sibubut?
Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi saat pelaksanaan
sinergitas multipihak dalam akselerasi pendaftaran tanah sistematis
lengkap di Desa Sibubut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sinergitas multipihak dalam akselerasi pendaftaran

tanah sistematis lengkap di Desa sibubut

Untuk mengetahui kendala di dalam sinergitas multipihak dalam
pelaksanaan akselerasi pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa
Sibubut

Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi kendala yang di hadapi oleh

masing — masing multipihak

D. Kegunaan penlitian

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan yang berkaitan dengan sinergitas multi pihak
dalam akselerasi percepatan Pendaftaran Tanah Tistematis Lengkap
(PTSL).

Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Menjadi rujukan dan bahan ajar maupun penelitian dalam pembahasan

sinergitas multi pihak dalam akselerasi PTSL.

3. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



Menjadi bahan rujukan atau masukan bagi Kementerian ATR/BPN
khususnya Kantor Pertanahan mengenai pola sinergitas multi pihak dalam
akselerasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan dapat
menjawab tantangan kedepan dalam percepatan pendaftaran tanah yang

menjadi program pemerintah.



BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sinergitas
multipihak dalam akselerasi pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa

Sibubut, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon dapat berjalan dengan baik

karena adanya peran dan dukungan dari berbagai stakeholder, meskipun tetap

terdapat kendala dalam menjalankan peranya, oleh karena itu diperlukan solusi
untuk mengatasi kendala tersebut

1. Sinergitas multipihak dalam akselerasi pendaftaran tanah sistematis lengkap
di Desa Sibubut terwujud melalui peran multipihak, seperti:

kantor pertanahan, pemerintah daerah, pemerintah desa, sekolah tinggi
pertanahan nasional dan masyarakat
2. Kendala yang dihadapi saat pelaksanaan sinergitas multipihak dalam
akselerasi pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Sibubut, meliputi :
a. Kendala Internal
Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program PTSL masih rendah,
KTP belum elektronik, persil terikat, persil bukan dari proses berkas

b. Kendala Eksternal, terdiri dari
Sebagian pihak merasa keberatan atas dilaksanakan program PTSL
karena dinilai menghilangkan penghasilan/pendapatan pihak tertentu,
sebagian masyarakat merasa keberatan atas biaya yang dibebankan, tanah
absentee, riwayat tanah, keterbatasan waktu dan pembagian waris.

3. Solusi dalam mengetasi kendala yang dihadapi saat pelaksanaan sinergitas
multipihak dalam akselerasi pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa
Sibubut, Meliputi :

a. Solusi Internal
Memberikan edukasi kepada masyarakat terkait urgensi pendaftaran

tanah dan manfaat dari sertipikasi tanah , melakukan pengurusan ke Dinas
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Penduduk Catatan Sipil, mengidentifikasi persil yang saling terikat,
melakukan koordinasi ke tim puldasik.
b. Solusi Eksternal
Memberikan edukasi kepada pihak terkait bahwa PTSL dilaksanakan atas
mandat menteri Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala
Badan Pertanahan Nasioanal Nomor 6 Tahun 2018. menjadi fasilitator
terkait aspirasi masyarakat, mencari keberadaan pemilik tanah,
melakukan identifikasi melalui Lettter C milik desa, melakukan mediasi
B. Saran
Berdasarkan penjelasan diatas peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Diperlukanya upaya dalam rangka mencegah kendala dimasa yang akan
datang diantaranya dengan mempersiapkan persyaratan yang diperlukan
lebih awal.

2. Menjalin komunikasi yang baik dari masing — masing multipihak dalam hal
ini solusi kendala tersebut harus di jalankan dan disupport agar tidak

berlarut ke ranah yang lebih besar.
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